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Abstract: 
The General Offensive of March 1, 1949, in Yogyakarta has often been portrayed primarily as a military 
achievement within Indonesia’s War of Independence. However, such interpretations tend to 
overlook its broader political function and strategic intent within the international diplomatic arena. 
This study aims to critically examine the General Offensive of March 1, 1949, as an integrated military–
political strategy designed not merely to reclaim territory, but to counter Dutch claims of Republican 
collapse and to influence international opinion. Employing the historical method, this research is 
based on an in-depth analysis of archival documents, contemporary newspapers, military reports, and 
relevant secondary literature. A descriptive–analytical qualitative approach is used to compare 
Indonesian and Dutch narratives and to assess the interaction between military operations and 
political objectives. The findings demonstrate that the effectiveness of the General Offensive lay less 
in its temporary territorial control than in its symbolic and communicative impact. The operation 
functioned as a deliberate political signal aimed at international observers, reinforcing the continued 
existence and operational capacity of the Republic of Indonesia while undermining Dutch diplomatic 
narratives. This study argues that the General Offensive of March 1, 1949, should be understood as a 
strategic convergence of military action and political maneuvering rather than as a purely tactical 
success. By situating the offensive within its diplomatic and historiographical context, the article 
contributes to a more nuanced understanding of Indonesian military history and highlights the 
importance of political objectives in revolutionary warfare. 
 
Keywords: General Offensive of March 1, 1949; military strategy; political maneuver; Indonesian War 
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Pendahuluan 
Pasca Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948, kondisi politik dan militer Republik Indonesia 
berada dalam situasi yang sangat genting. Yogyakarta, yang pada saat itu berperan sebagai ibu kota 
Republik, berhasil diduduki oleh Belanda. Para pemimpin nasional seperti Soekarno, Mohammad 
Hatta, dan Sutan Syahrir ditangkap serta diasingkan. Meskipun demikian, Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman tetap melanjutkan perjuangan melalui 
strategi perang gerilya di berbagai wilayah (Triyanto et al., 2024) Dalam situasi tersebut, muncul 
gagasan untuk melancarkan operasi besar yang bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional 
bahwa Republik Indonesia masih eksis dan memiliki kekuatan militer yang terorganisir, yaitu melalui 
Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta (Cipta, 2020). 

Secara internasional, posisi Republik Indonesia pada masa itu sangat bergantung pada opini 
dunia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Commission for 
Indonesia (UNCI) terus menekan Belanda agar menghentikan agresi militer dan memulihkan 
pemerintahan Republik (Kahin, 1952). Namun, Belanda berupaya meyakinkan dunia bahwa Republik 
telah runtuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan yang sah. Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi 
bukti yang menggugurkan klaim tersebut. Selama sekitar enam jam, pasukan TNI berhasil menguasai 
Kota Yogyakarta dan mengibarkan bendera Merah Putih di berbagai titik strategis. Fakta ini 
memperlihatkan bahwa kekuatan Republik masih eksis dan berfungsi efektif di lapangan (Herlina et 
al., 2023).  

Dari perspektif militer, keberhasilan serangan ini tidak terlepas dari penerapan strategi perang 
gerilya yang matang sebagaimana digagas oleh Jenderal A.H. Nasution dalam konsep Perang Rakyat 
Semesta (Nasution, 1964). Letkol Soeharto selaku Komandan Wehrkreise III Yogyakarta memimpin 
operasi dengan perencanaan yang cermat. Strateginya meliputi serangan serentak pada pagi hari, 
penguasaan medan kota, serta koordinasi lintas sektor antar-komando militer. Penerapan pola 
operasi hit and run yang dikombinasikan dengan penguasaan jalur komunikasi menunjukkan 
kematangan taktik dan profesionalisme pasukan Republik (Ismanto et al., 2024) Di sisi lain, 
keberhasilan serangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari faktor politik. Sri Sultan Hamengkubuwono 
IX memainkan peran strategis melalui dukungan politik, diplomatik, dan logistik. Beliau memastikan 
koordinasi antara unsur sipil dan militer berjalan efektif serta menyediakan infrastruktur pendukung 
bagi pasukan TNI di wilayah Yogyakarta (Yuniyanto et al., 2022). Sementara itu, Pemerintah Darurat 
Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera memanfaatkan momentum keberhasilan serangan ini untuk 
memperkuat posisi diplomasi Indonesia di forum internasional. Dengan demikian, Serangan Umum 1 
Maret bukan hanya merupakan kemenangan militer, tetapi juga kemenangan politik yang 
memperkuat posisi Republik Indonesia dalam perjuangan menuju pengakuan kedaulatan (Khaldun & 
Suparjan, 2021). 

Berbagai penelitian mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 umumnya menempatkan 
peristiwa tersebut dalam kerangka sejarah militer, dengan fokus pada aspek perencanaan operasi, 
peran tokoh militer, serta dampaknya terhadap moral perjuangan TNI (Hilal et al., 2022; Pratama, 
2023). Sementara itu, kajian yang menyinggung dimensi politik cenderung bersifat deskriptif dan 
terpisah, seperti pembahasan peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau respons diplomatik 
internasional, tanpa menganalisis hubungan struktural dan fungsional antara strategi militer dan 
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manuver politik secara terpadu. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus 
mengkaji Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai satu kesatuan strategi militer politik yang dirancang 
untuk mencapai tujuan diplomatik Republik Indonesia di tingkat internasional. Celah inilah yang 
menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu menempatkan Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam 
perspektif integratif antara strategi perang gerilya dan manuver politik sebagai bagian dari perjuangan 
mempertahankan eksistensi negara. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk dan penerapan strategi 
militer TNI dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, (2) bagaimana peran manuver politik dalam 
mendukung serta memperkuat dampak serangan tersebut, dan (3) sejauh mana keterpaduan antara 
strategi militer dan politik menentukan keberhasilan perjuangan Republik Indonesia. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan sinergis antara strategi militer dan manuver politik 
dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, serta kontribusinya terhadap keberhasilan 
diplomasi Republik Indonesia di tingkat internasional. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap 
pengembangan kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam memahami Serangan 
Umum 1 Maret 1949 sebagai bentuk sinergi antara kekuatan militer dan manuver politik dalam 
mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Pendekatan 
interdisipliner antara sejarah militer dan politik diharapkan dapat memperkaya wacana akademik 
mengenai dinamika perjuangan nasional dalam konteks hubungan antara kekuatan bersenjata dan 
diplomasi politik. 

 

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah (historical 
method). Metode ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis data hasil penelitian sejarah secara 
komprehensif guna menemukan kebenaran ilmiah melalui proses penyelidikan, deskripsi, dan kajian 
terhadap peristiwa masa lampau (Achmad Faris Fizabillah et al., 2024). Dalam penerapannya, metode 
sejarah mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi 
(Wasino & Hartatik, 2020)  
 Tahap pertama, yaitu heuristik, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang 
relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. 
Sumber primer meliputi buku dan surat kabar sezaman yang memuat informasi tentang 
perkembangan militer dan politik pada masa Serangan Umum 1 Maret 1949, sedangkan sumber 
sekunder berupa jurnal ilmiah serta karya tulis akademik lain yang mendukung pembahasan tema 
penelitian ini (Kusdiana, 2024)  Tahap kedua adalah kritik sumber, yang terbagi menjadi dua bentuk, 
yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian dan keutuhan 
sumber sejarah dari segi fisiknya, sementara kritik internal difokuskan pada penelaahan isi dan 
keakuaratan serta kredibilitas informasi yang terkandung di dalamnya (Putri et al., 2024). Pada tahap 
ini, penulis melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang dinilai paling otentik dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik Kritik sumber dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan 
secara internal dan eksternal, tetapi juga melalui pendekatan kritik ideologis terhadap narasi kolonial. 
Arsip dan laporan Belanda dianalisis sebagai teks politik yang merefleksikan perspektif kolonial serta 
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upaya pembingkaian Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai gangguan keamanan semata. Analisis 
dilakukan dengan membandingkan terminologi, penekanan peristiwa, serta konstruksi aktor dalam 
sumber Belanda dan Indonesia. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan sudut 
pandang, bias naratif, dan kepentingan politik yang memengaruhi penulisan sumber, sehingga 
interpretasi sejarah yang dihasilkan tidak terjebak pada dominasi wacana kolonial.  

Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan untuk menafsirkan data sejarah yang telah 
diverifikasi. Tahap ini terdiri dari dua proses utama, yaitu analisis dan sintesis. Analisis dilakukan 
dengan mengkaji secara mendalam berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan strategi militer 
dan manuver politik dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Adapun sintesis bertujuan 
menghubungkan hasil-hasil kajian tersebut agar membentuk pemahaman yang komprehensif dan 
terpadu mengenai keterkaitan antara aspek militer dan politik (Kuntowijoyo, 2013).  Tahap terakhir, 
yakni historiografi, merupakan proses penulisan sejarah berdasarkan hasil interpretasi yang telah 
diperoleh. Penulisan dilakukan secara sistematis dan kronologis agar alur peristiwa dapat dipahami 
secara jelas serta sesuai dengan konteks waktu terjadinya (Kuntowijoyo, 2013). Dalam tahap ini, 
seluruh temuan disusun menjadi narasi ilmiah yang koheren untuk menggambarkan peran strategi 
militer dan manuver politik dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. 

 

Pembahasan 
Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan militer 
Indonesia pasca Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948. Setelah penandatanganan Perjanjian 
Renville (1948) gagal menahan ambisi kolonial Belanda, pihak Belanda kembali melancarkan serangan 
besar-besaran terhadap wilayah Republik Indonesia. Serangan ini menyebabkan jatuhnya Yogyakarta, 
yang pada waktu itu berfungsi sebagai ibu kota Republik. Penangkapan Presiden Soekarno, Wakil 
Presiden Mohammad Hatta, serta sejumlah pemimpin nasional lain membuat situasi politik Republik 
berada pada titik paling kritis (Herlina et al., 2023). Berdasarkan pemberitaan (The Examiner, 1948), 
pemerintah Belanda secara resmi membatalkan perjanjian gencatan senjata dengan Republik 
Indonesia pada hari Sabtu. Setelah keputusan tersebut, tepat pada tengah malam, pasukan Belanda 
melancarkan serangan secara serentak dan cepat di berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Di 
Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, pasukan terjun payung Belanda 
melakukan pendaratan pada waktu fajar dan berhasil menguasai kota sepenuhnya pada sekitar pukul 
14.30 waktu setempat. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa situasi di Yogyakarta relatif 
terkendali pasca pendudukan; tidak terjadi kebakaran besar ataupun kerusakan parah. Serangan 
mendadak tersebut tampaknya membuat pihak Republik tidak siap memberikan perlawanan yang 
berarti. Bahkan, lapangan udara Yogyakarta berhasil direbut tanpa perlawanan berarti, 
memungkinkan pasukan Belanda mendarat dan memperkuat posisi mereka di kota dengan cepat.  
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Gambar 1. Serangan Belanda ke Wilayah Republik Indonesia dalam Agresi Militer II 
(Sumber: Limburgsen Dagblad, 1948) 

 
Kemudian menurut pemberitaan (Het Nieuwsblad Van Het Zuiden, 1948) pasukan Belanda 

melancarkan operasi militernya pada dini hari Minggu dan bergerak cepat menuju Yogyakarta, yang 
saat itu merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Sekitar pukul 15.00 waktu Jawa, kota 
Yogyakarta telah sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda. Dalam operasi tersebut, sejumlah 
tokoh penting Republik berhasil ditangkap, termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad 
Hatta, serta mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Penangkapan para pemimpin nasional ini 
menunjukkan bahwa Belanda berupaya untuk melumpuhkan struktur kepemimpinan Republik guna 
mempercepat proses penguasaan wilayah dan melemahkan perlawanan diplomatik maupun militer 
Indonesia. 
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Gambar 2. Presiden Soekarno diangkut oleh seorang perwira Belanda menggunakan jip 

militer untuk menemui Jenderal Meyer, komandan pasukan teritorial di Jawa Tengah, yang meninjau 
lokasi tersebut tak lama setelah pasukan Belanda berhasil menduduki Yogyakarta  

(Sumber: Het Dagblad, 1948). 
 

Kondisi tersebut menciptakan persepsi internasional bahwa Republik Indonesia telah kalah 
dan tidak lagi memiliki kekuasaan politik maupun militer yang efektif. Belanda berupaya 
memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan legitimasi de facto dari dunia internasional atas 
pendudukan mereka di wilayah Republik. Namun di sisi lain, para pemimpin militer Indonesia, 
terutama Jenderal Soedirman, menolak menyerah dan tetap melanjutkan perlawanan melalui strategi 
perang gerilya (Nasution, 1964) Gerilya menjadi bentuk perlawanan utama karena kondisi geografis 
dan kekuatan militer Indonesia yang terbatas. Dalam konsep Perang Rakyat Semesta, Jenderal 
Soedirman menekankan pentingnya sinergi antara rakyat dan tentara dalam mempertahankan 
eksistensi negara. Pasukan TNI tidak lagi berperang secara konvensional di medan terbuka, tetapi 
menggunakan taktik desentralisasi komando, penguasaan medan lokal, serta dukungan masyarakat 
sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional (Triyanto et al., 2024).  

Dari perspektif politik, kondisi setelah agresi tersebut menunjukkan keterputusan antara 
kekuasaan pusat dan daerah. Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, dibentuklah 
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera pada 22 Desember 1948 di bawah 
pimpinan Syafruddin Prawiranegara. Keberadaan PDRI menjadi faktor penting dalam memastikan 
bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih berjalan, sekaligus memberikan legitimasi politik bagi 
perjuangan bersenjata yang dilakukan di Jawa dan daerah lain (Herlina et al., 2023). Dalam konteks 
lokal, Yogyakarta memiliki posisi yang sangat strategis — baik secara geografis maupun simbolis. 
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Sebagai ibu kota Republik, kota ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat simbol 
perjuangan nasional. Oleh sebab itu, pendudukan Belanda atas Yogyakarta dianggap sebagai pukulan 
psikologis yang besar bagi bangsa Indonesia. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan kesadaran 
kolektif untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia belum runtuh. 

Dalam situasi inilah muncul gagasan dari Letkol Soeharto, Komandan Wehrkreise III 
Yogyakarta, untuk melancarkan sebuah operasi militer berskala besar di jantung kekuasaan Belanda, 
yaitu Kota Yogyakarta itu sendiri. Gagasan ini mendapat dukungan penuh dari Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX, yang berperan penting dalam memberikan jaminan politik, logistik, dan 
koordinasi sipil-militer. Dukungan Sultan menjadi bukti kuat keterlibatan aktif pemerintah daerah 
dalam perjuangan nasional, serta menunjukkan model sinergi antara kekuatan militer dan kekuatan 
politik lokal. Secara internasional, posisi Indonesia sangat ditentukan oleh opini dunia, terutama oleh 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Commission for 
Indonesia (UNCI) yang terus memantau perkembangan konflik di Indonesia. Belanda berusaha 
meyakinkan dunia bahwa Republik telah hancur, sementara para pejuang Republik berupaya keras 
membuktikan sebaliknya. Dalam konteks inilah Serangan Umum 1 Maret 1949 dirancang sebagai 
serangan militer yang memiliki fungsi politik, yakni membuktikan eksistensi dan kapasitas militer 
Republik Indonesia kepada dunia internasional (Ismanto et al., 2024). 

Pada saat berlangsungnya Agresi Militer Belanda II, Letkol Soeharto bersama pasukannya 
meninggalkan Kota Yogyakarta dan memilih untuk melanjutkan perjuangan dengan melakukan gerilya 
ke arah selatan, tepatnya menuju wilayah Ngoto. Setelah melakukan konsolidasi selama lima hari di 
daerah Yogyakarta, Soeharto memutuskan memindahkan markas pasukannya ke Segoroyoso, Bantul. 
Wilayah Bantul bukanlah tempat yang asing bagi Soeharto, sebab sebelumnya ia telah menjalin 
hubungan baik dengan masyarakat setempat melalui kegiatan pelatihan laskar rakyat. Berkat jaringan 
dan kedekatan tersebut, Soeharto mampu dengan cepat mengonsolidasikan kembali kekuatan gerilya 
dan membangun koordinasi yang solid di wilayah tersebut (Sanoesi, 1983). 

Setelah beberapa kali serangan pada malam hari di tanggal 30 Desember 1948, 6 Januari 1949, 
16 Januari 1949 dan 4 Februari 1949, pada serangan ke empat inilah koordinasi anatara SWK dengan 
pihak pemerintah sipil yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX semakin membuka jalan 
serangan umum yang jauh lebih besar terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta dengan melakukan 
serangan besar-besaran ke dalam kota pada waktu siang hari yang kemudian dikenal sebagai Serangan 
Umum 1 Maret 1949 (Seskoad TNI AD, 1990). Letkol Soeharto menetapkan Langkah-langkah strategis 
dengan membagi Yogyakarta menjadi beberapa sektor serangan dengan mengumpulkan seluruh 
kesatuan yang tersebar di seluruh Yogyakarta dan menetapkan pimpinannya di setiap Sub-Wehkreise 
(SWK) kemudian melancarkan serangan dan perlawanan terhadap pos-pos Belanda serta bersiap 
dengan kondisi apabila Belanda melakukan serangan balik (Hilal et al., 2022). Adapun Sub-Wehrkreise 
(SWK) yang dibagi ialah a. Sektor Selatan diubah menjadi Sub Wehrkreise 102 (SWK 102) yang 
dipimpin oleh Mayor Sarjono (Komandan SWK). Meskipun batas wilayah tanggung jawabnya tidak 
berubah, b. Sektor Barat menjadi Sub Wehrkreise 103, karena wilayah sektor ini terlalu luas, dan 
kurang efektif, maka sektor ini dibagi menjadi dua SWK dengan tujuan agar pasukan dapat 
terkonsentrasi secara efektif. c. SWK 103, dipimpin oleh Letkol Suhud dan telah ditentukan wilayah 
tanggung jawabnya. d. SWK 103 A yang dipimpin Mayor HN Sumual yang wilayahnya telah ditentukan. 
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e. Sektor Utara berganti menjadi SWK 104 di bawah pimpinan Kapten Sukasno, sedangkan wilayah 
tanggung jawabnya tidak berubah. f. Sektor Timur berganti menjadi SWK 105 di bawah pimpinan 
Mayor J. Sujono yang luas wilayahnya tetap sebagaimana ditentukan. g. Sektor dalam kota adalah 
SWK 101 yang dipimpin oleh Letnan Marsudi. Wilayah Kulon Progo dinamai SWK 106 yang dipimpin 
oleh Letnan Kolonel Sudarto dari Brigade XVII TP (Seskoad TNI AD, 1990). 

Letkol Soeharto, selaku Komandan Wehrkreise III, memimpin langsung perencanaan operasi 
yang berlangsung secara rahasia dan terorganisasi. Rencana serangan disusun melalui koordinasi 
antara berbagai sektor komando, meliputi sektor barat, timur, utara, dan selatan kota Yogyakarta. 
Setiap sektor memiliki tugas spesifik untuk menutup jalur komunikasi dan mobilisasi pasukan Belanda. 
Strategi penyerangan dilakukan pada pukul 06.00 pagi, saat situasi relatif tenang dan pasukan Belanda 
tidak menduga adanya operasi besar. Serangan serentak ini berlangsung selama kurang lebih enam 
jam dan berhasil menguasai pusat kota, termasuk titik-titik strategis seperti Tugu Pal Putih, Malioboro, 
dan Gedung Agung (Hilal et al., 2022).  

 
Gambar 3. Sketsa konsep umum rencana operasi Serangan Umum 1 Maret 1949 dari 

semua sektor  SWK 101, SWK 102, SWK 103, SWK 103A, SWK 104, SWK 105, dan SWK 106   
(Sumber: Seskoad TNI AD, 1990). 

 Keberhasilan taktik ini menunjukkan kemampuan koordinasi vertikal dan horizontal di tubuh 
TNI. Komando lapangan tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur semata, tetapi juga dukungan 
logistik, intelijen, dan komunikasi yang disusun secara matang. Sistem sandi, pengintaian jalur patroli 
Belanda, dan pemetaan posisi musuh menjadi bagian penting dari persiapan operasi. Selain itu, 
keterlibatan masyarakat sipil dalam memberikan informasi, tempat persembunyian, dan dukungan 
logistik memperkuat penerapan konsep perang rakyat yang terintegrasi (Ismanto et al., 2024). Dari 
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perspektif taktik militer, Serangan Umum 1 Maret menunjukkan penerapan prinsip kejutan strategis 
(strategic surprise) dan penguasaan inisiatif tempur (offensive initiative). Pasukan TNI tidak bermaksud 
mempertahankan wilayah dalam jangka panjang, melainkan menciptakan dampak psikologis dan 
politis yang besar. Serangan kilat ini berhasil mengguncang moral pasukan Belanda sekaligus mengirim 
pesan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih memiliki kekuatan terorganisir. 
Secara militer, tindakan ini juga berfungsi sebagai pembuktian efektivitas strategi mobile warfare, di 
mana kecepatan, fleksibilitas, dan komunikasi menjadi faktor utama keberhasilan operasi (Iman et al., 
2023). 

 
Gambar 4. Sketsa diskolasi pasukan Belanda di Yogyakarta (Sumber: Seskoad TNI AD, 1990). 
 

 Keberhasilan operasi ini juga tidak terlepas dari dukungan strategis Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX, yang menyediakan infrastruktur, tempat persembunyian, serta jalur logistik 
bagi pasukan TNI. Sultan turut berperan dalam menjaga kerahasiaan operasi dan memastikan 
koordinasi antara unsur sipil dan militer tetap berjalan baik. Hal ini memperlihatkan sinergi antara 
kekuatan militer dan faktor sosial-politik dalam penerapan strategi perang. Dengan demikian, 
penerapan strategi militer TNI dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 mencerminkan kemampuan 
adaptif terhadap kondisi perang tidak seimbang. Taktik gerilya yang dikombinasikan dengan serangan 
konvensional terbatas membuktikan bahwa kekuatan militer Republik masih mampu melakukan 
operasi ofensif yang efektif. Selain menghasilkan kemenangan moral dan politik, operasi ini juga 
menjadi dasar bagi penguatan doktrin militer Indonesia pasca-revolusi, khususnya dalam 
mengembangkan strategi pertahanan berbasis rakyat (Herlina et al., 2023). 

Meskipun berbagai sumber militer menempatkan Letkol Soeharto sebagai penggagas dan 
pelaksana utama Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, peran aktor ini tidak lepas dari 
perdebatan historiografis. Dalam historiografi resmi pada masa Orde Baru, Serangan Umum 1 Maret 
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kerap direpresentasikan sebagai keberhasilan individual Soeharto, sementara peran aktor lain seperti 
Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, serta struktur komando TNI 
secara kolektif cenderung ditempatkan di posisi sekunder. Sejumlah sejarawan kemudian mengkritisi 
pendekatan ini dengan menekankan bahwa Serangan Umum merupakan hasil dari proses kolektif 
yang melibatkan koordinasi militer, legitimasi politik lokal, dan konteks strategi nasional yang lebih 
luas, bukan semata-mata inisiatif personal satu tokoh (Herlina et al., 2023). 

Lebih jauh, Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hanya menjadi peristiwa sejarah, tetapi juga 
bagian dari konstruksi memori politik pasca-revolusi. Pada masa Orde Baru, peristiwa ini mengalami 
proses institusionalisasi memori melalui peringatan resmi, penulisan buku sejarah negara, dan narasi 
pendidikan, yang secara implisit mengaitkan keberhasilan serangan dengan legitimasi kepemimpinan 
politik tertentu. Dalam konteks ini, Serangan Umum 1 Maret dapat dipahami tidak hanya sebagai 
kemenangan militer dan politik pada 1949, tetapi juga sebagai simbol historis yang diproduksi ulang 
untuk kepentingan kekuasaan di masa berikutnya. Kesadaran akan politisasi memori ini penting agar 
analisis sejarah tidak terjebak pada narasi tunggal, melainkan mampu membaca dinamika antara 
peristiwa, ingatan kolektif, dan kekuasaan (Herlina et al., 2023). 
 Setelah jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda pada 19 Desember 1948, posisi politik 
Republik Indonesia tampak sangat terdesak. Penangkapan Presiden Sukarno, Mohammad Hatta, 
Sutan Sjahrir, dan beberapa tokoh penting lainnya oleh Belanda membuat dunia internasional 
berasumsi bahwa Republik telah hancur dan kehilangan legitimasi kekuasaan. Namun, anggapan 
tersebut segera terbantahkan melalui serangkaian manuver politik yang cerdas dan terkoordinasi 
antara tokoh sipil, militer, dan diplomat Republik Indonesia (Cipta, 2020). Salah satu bentuk manuver 
politik penting adalah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah 
kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. Menurut (Permana, 2020), pembentukan 
PDRI merupakan strategi politik yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan 
Republik, karena mampu menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan Indonesia masih eksis 
meskipun ibu kota Yogyakarta telah dikuasai Belanda. Langkah ini memperkuat posisi Republik di mata 
dunia internasional, sekaligus menjadi dasar bagi keberhasilan diplomasi Indonesia di kemudian hari. 

Selain itu, manuver politik juga ditunjukkan melalui aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh 
para tokoh Indonesia di luar negeri. Mohammad Roem, sebagai salah satu diplomat terkemuka, 
memainkan peran penting dalam Perundingan Roem–Royen yang dilaksanakan pada tahun 1949. 
menegaskan bahwa perundingan ini menjadi contoh nyata bagaimana strategi diplomasi dapat 
meredakan konflik dan memulihkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Kesepakatan 
tersebut mengakui keberadaan Republik Indonesia dan membuka jalan bagi dilaksanakannya 
Konferensi Meja Bundar (KMB) (Yuniarto et al., 2023). Secara internasional, manuver politik Indonesia 
mendapat perhatian serius setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II. (Aprilzal, 2023)  menjelaskan 
bahwa dunia internasional melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera 
menyoroti tindakan Belanda sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Tekanan 
diplomatik internasional ini tidak lepas dari upaya pemerintah darurat dan para diplomat Indonesia 
yang aktif menggalang dukungan luar negeri. Manuver ini berhasil membalikkan opini global dari 
keraguan menjadi simpati terhadap perjuangan Indonesia. 
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Dari sisi strategi politik dan militer, TNI juga memainkan peran yang bersinergi dengan arah 
diplomasi. Menurut (Mangkusubroto et al., 2023), strategi perjuangan Indonesia pada masa revolusi 
bersifat ganda yakni melalui perang fisik dan diplomasi politik. Kedua aspek ini saling melengkapi; 
keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilakukan oleh TNI di bawah komando Letkol 
Soeharto menjadi bukti nyata bahwa Republik Indonesia masih memiliki kekuatan militer yang 
terorganisir. Fakta ini dimanfaatkan secara politis oleh para diplomat Republik untuk memperkuat 
posisi tawar dalam forum internasional. Lebih lanjut, (Khaldun & Suparjan, 2021) menekankan bahwa 
diplomasi politik Indonesia selama masa revolusi (1946–1949) tidak hanya berorientasi pada 
penyelesaian konflik bersenjata, tetapi juga pada penciptaan legitimasi politik di mata dunia. 
Manuver-manuver seperti pembentukan PDRI, konsolidasi militer, serta pelaksanaan Serangan Umum 
1 Maret membentuk narasi bahwa Republik Indonesia tetap eksis sebagai entitas politik yang sah. 
Narasi ini kemudian menjadi faktor penting dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda 
pada akhir tahun 1949. 

Sehingga dapat dipahami secara politis, efektivitas Serangan Umum 1 Maret 1949 terletak 
bukan pada durasi penguasaan wilayah, melainkan pada dampak simbolik dan komunikatif yang 
dihasilkannya. Dalam konteks konflik Indonesia Belanda yang sangat dipengaruhi opini internasional, 
penguasaan Yogyakarta selama beberapa jam sudah cukup untuk menggugurkan narasi Belanda 
bahwa Republik Indonesia telah runtuh (Ismanto et al., 2024). Serangan ini berfungsi sebagai 
“demonstrasi kekuasaan” (show of force) yang ditujukan bukan semata-mata kepada lawan militer, 
melainkan kepada komunitas internasional, khususnya PBB dan UNCI. Dengan demikian, Serangan 
Umum 1 Maret dapat dipahami sebagai bentuk operasi militer dengan tujuan diplomatik, di mana 
keberhasilan diukur melalui resonansi politik dan media internasional, bukan melalui kemenangan 
teritorial jangka panjang. 

Dari sisi doktrin militer, Serangan Umum 1 Maret 1949 memberikan preseden penting bagi 
perkembangan pemikiran strategis TNI pasca-revolusi. Peristiwa ini menegaskan bahwa perang tidak 
hanya dimenangkan melalui superioritas senjata atau penguasaan wilayah, tetapi melalui 
keterpaduan antara operasi militer, dukungan rakyat, dan tujuan politik nasional (Hilal et al., 2022). 
Pengalaman ini kemudian berkontribusi pada penguatan konsep Perang Rakyat Semesta dalam 
doktrin pertahanan Indonesia, di mana militer diposisikan sebagai alat negara yang bekerja selaras 
dengan kepentingan politik nasional. Dengan demikian, Serangan Umum 1 Maret tidak hanya menjadi 
peristiwa historis, tetapi juga menjadi referensi doktrinal dalam pembentukan karakter TNI sebagai 
tentara pejuang yang memiliki fungsi sosial-politik dalam menjaga kedaulatan negara. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manuver politik Republik Indonesia selama 
periode Agresi Militer Belanda II berperan krusial dalam menjaga eksistensi negara, mengubah 
persepsi internasional, serta mempercepat proses pengakuan kedaulatan. Kolaborasi antara strategi 
militer dan diplomasi politik berhasil menciptakan sinergi yang memperkuat posisi diplomatik 
Indonesia di forum internasional. Serangan Umum 1 Maret 1949, yang awalnya dirancang sebagai 
operasi militer, akhirnya menjadi instrumen politik yang menunjukkan bahwa Republik Indonesia 
masih hidup dan layak diakui sebagai negara berdaulat. 
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Kesimpulan 
Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta menjadi momentum penting yang memadukan 

kekuatan militer dan politik dalam satu strategi nasional. Dari aspek militer, operasi ini menunjukkan 
kemampuan TNI dalam menerapkan taktik gerilya yang terencana dan kolaboratif antara pasukan 
reguler, laskar rakyat, dan masyarakat sipil. Keberhasilan menguasai Yogyakarta selama enam jam 
membuktikan bahwa Republik Indonesia masih memiliki kekuatan pertahanan yang solid dan 
terorganisir. Dari sisi politik, serangan ini menjadi manuver diplomatik yang efektif untuk menepis 
propaganda Belanda di dunia internasional. Peristiwa tersebut memperkuat posisi Republik dalam 
perundingan yang berujung pada Perjanjian Roem–Royen dan membuka jalan menuju pengakuan 
kedaulatan Indonesia. Secara keseluruhan, Serangan Umum 1 Maret 1949 bukan hanya keberhasilan 
militer, tetapi juga kemenangan politik yang mempertegas sinergi antara strategi tempur dan 
diplomasi. Peristiwa ini menampilkan bentuk perjuangan terpadu  bahwa kekuatan militer dan politik 
dapat berjalan seiring demi mempertahankan eksistensi dan kedaulatan bangsa. 

Lebih jauh, temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis bagi kajian sejarah militer dan 
politik Indonesia. Serangan Umum 1 Maret 1949 menunjukkan bahwa operasi militer dalam konteks 
perang kemerdekaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan taktis di medan perang, 
melainkan sebagai instrumen politik yang dirancang untuk mencapai tujuan diplomatik. Hal ini 
memperkuat pendekatan analitis yang memandang perang sebagai kelanjutan dari politik dengan cara 
lain, sekaligus menegaskan relevansi konsep Perang Rakyat Semesta sebagai strategi nasional yang 
memadukan dimensi militer, politik, dan sosial secara terpadu. 

Dalam konteks kajian sejarah militer Indonesia kontemporer, penelitian ini menegaskan 
pentingnya membaca peristiwa-peristiwa revolusi kemerdekaan secara kritis dan multidimensional, 
tidak hanya melalui narasi heroik atau operasional, tetapi juga melalui relasinya dengan konstruksi 
kekuasaan, diplomasi, dan memori politik. Dengan demikian, Serangan Umum 1 Maret 1949 dapat 
dipahami bukan hanya sebagai peristiwa historis, tetapi sebagai referensi konseptual dalam 
memahami hubungan antara kekuatan bersenjata dan strategi politik negara dalam mempertahankan 
kedaulatan nasional. 
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